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BUPATI MUNA BARAT
PROVINS| SULAWES| TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MUNA,

bahwa dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diperlukan adanya suatu Pedoman
yang berfungsi sebagai dasar perhitungan dalam menyusunan Rencana
Kerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Standar Belanja
Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerinah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
fentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2R
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 ]
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Pasal 1

Standar Biaya adalah satuan sefinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusun:
berbasis kinerja.

Pasal 2

Standar Belanja Tahun Anggaran 2017 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA - SKPD) dan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) fingkup
Pemerintah Kabupaten Muna Barat daiam meiaksanakan Dokumen Peiaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2017.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Standar Belanja bersifat umum
dan standar biaya bersifat khusus. -
Standat Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Belanja Umum (SBU) adalah
Standar Belanja yang penggunaannya bersifat lintas SKPD.

Standar Biaya yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Standar Belanja Khusus (SBK)
adalah Standar Belanja yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh S
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